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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penyimpangan dan 

penggelapan yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengelolaan Tanah Kas Desa 

(TKD) serta bagaimana proses pertanggungjawaban pidana yang diterapkan 

terhadap pelaku, khususnya di Desa Kepenuhan Raya, Kabupaten Rokan Hulu. 

Penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam pengelolaan TKD tanpa 

transparansi, prosedur hukum, serta tidak dicatat dalam APBDes mengindikasikan 

adanya pelanggaran terhadap hukum pidana dan peraturan pengelolaan keuangan 

desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

yuridis empiris, melalui analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

data dari aparat penegak hukum dan masyarakat setempat. Teori yang digunakan 

meliputi Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Moral-Individual, Teori Formil, 

Teori Materiil, dan Teori Kepercayaan (Vertrouwensbreuk). Hasil kajian 

menunjukkan bahwa kepala desa sebagai pejabat publik bertanggung jawab secara 

pidana secara individual atas tindakan korupsi dan penggelapan yang dilakukannya, 

serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatannya. 

Selain itu, terdapat kelalaian administratif yang turut menyebabkan kerugian 

negara. Penegakan hukum terhadap pelaku menjadi penting dalam menjaga 

integritas jabatan publik dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pengawasan keuangan desa dan 

pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat pemerintahan desa. 

Kata kunci: Tanah Kas Desa, Kepala Desa, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, 

Kepercayaan Publik. 
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ABSTRACT 

This study aims to examine the forms of irregularities and embezzlement 

committed by village heads in the management of Village Treasury Land (TKD) 

and how the criminal accountability process is applied to perpetrators, particularly 

in Kepenuhan Raya Villages, Rokan Hulu Regency. The abuse of authority by 

village heads in managing TKD without transparency and legal procedures, and 

without being recorded in the Village Budget (APBDes), indicates a violation of 

criminal law and village financial management regulations. This study uses a 

normative juridical method with an empirical juridical approach, through an 

analysis of applicable laws and regulations as well as data from law enforcement 

officials and the local community. The theories used include the Theory of Criminal 

Responsibility, the Moral-Individual Theory, the Formal Theory, the Material 

Theory, and the Theory of Trust (Vertrouwensbreuk). The results of the study 

indicate that village heads, as public officials, are individually criminally 

responsible for their acts of corruption and embezzlement, and there is no 

justification or excuse for their actions. Furthermore, there were administrative 

negligence that contributed to state losses. Law enforcement against perpetrators 

is crucial to maintaining the integrity of public office and public trust. This research 

is expected to contribute to strengthening village financial oversight and preventing 

corruption at the village government level. 

Keywords: Village Treasury Land, Village Head, Corruption, Criminal 

Accountability, Public Trust. 
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